
 
                  
 
               
                               

WALIKOTA LANGSA 

 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA 

NOMOR 36 TAHUN 2013 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KOTA LANGSA 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH  YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LANGSA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Pasal 117, pemimpin BLUD 
menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar 
akuntansi sesuai jenis layanannya;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa 
tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD 
Kota Langsa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan  Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan  Nepotisme (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Langsa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4110); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Undang-Undang … 

 

SALINAN 



 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  

8. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KOTA LANGSA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Langsa.  
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah 

Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota 
yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota. 

3. Walikota  adalah Walikota Langsa. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kota yang anggotanya dipilih 
melalui Pemilihan Umum. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Kota Langsa.  

6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota 
dalam menyelenggarakan pemerintahan Kota yang terdiri dari   
Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

 
8. Pola Pengelolaan … 



8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat 
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

9. Fleksibilitas adalah keieluasaan pengelolaan keuangan/barang 
BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari 
ketentuan yang berlaku umum. 

10. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan 
kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap 
menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-
BLUD penuh. 

11. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja 
atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi 
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD 
bertahap. 

12. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja 
atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-
BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-
BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 
menerapkan PPK- BLUD. 

14. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 
disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 
menerapkan PPK- BLUD. 

15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang 
sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada 
BLUD yang bersangkutan. 

16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan 
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam 
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang 
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh BLUD. 

18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas 
dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk 
keperluan operasionsl BLUD. 

19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat 

20. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar. 

21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk 
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran 
pengeluaran BLUD. 

 
22. Laporan … 



22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan 
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan 
entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 

23. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat 
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran 
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan 
anggaran BLUD. 

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang 
dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

25. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat 
Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang 
memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian 
kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. 

26. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang 
tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada 
masyarakat. 

27. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambungan. 

28. Satuan   pengawas   internal   adalah   perangkat  BLUD  yang   
bertugas  melakukan pengawasan dan pengendalian internal 
dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan 
kinerja peiayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial 
sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis 
sehat. 

29. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLUD. 

30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang 
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa 
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD 
dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 

31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca 
BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan 
bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan. 

32. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan 
oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, 
dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya 
per unit layanan. 

33. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  

35. Jasa  adalah  kegiatan  Pemerintah  Kota berupa  usaha  dan  
pelayanan yang  menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi  
atau  Badan.  

36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

 
37. Pelayanan … 



37. Pelayanan  Kesehatan adalah  segala bentuk jasa  pelayanan 
terhadap perorangan  dan  atau  badan /lembaga oleh tenaga  
kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan 
penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan 
perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan 
kesehatan Pemerintah Kota. 

38. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. 

39. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD 
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan 
organisasi fungsional milik Pemerintah Kota yang bertugas 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

40. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah 
Kota yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan  
keperawatan  dan  layanan  penunjang  medik  yang  dilakukan  
oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara 
timbal balik dan berkesinambungan. 

41. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan 
kegiatan layanan medik  dan/atau layanan keperawatan 
dan/atau   layanan penunjang medik dan/atau layanan 
penunjang  keperawatan,  dan /atau  layanan  umum lainnya  
yang  dibebankan  kepada konsumen pengguna jasa layanan 
dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana 
dan jasa layanan.  

 
BAB II 

AZAS UMUM 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi BLUD-RSUD digunakan sebagai dasar dalam 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, 
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. 
 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut mengenai Kebijakan akuntansi BLUD-RSUD 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang 
terdiri dari: 
 
I.  BAB I : PENDAHULUAN ; 

II.  BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM ; 

III.  BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET ; 

IV.  BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG/KEWAJIBAN ; 

V.  BAB V : KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS ; 

VI. BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN ; 

VII. BAB VII : KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA ; 

VIII. BAB VIII : KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA. 

 

BAB III … 

 

 



 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Langsa.                              

                                            
     
 Ditetapkan di  Langsa 

pada tanggal  12   Pebruari   2013 M 
 1 Rabiul Akhir 1434 H                 

 
 WALIKOTA LANGSA, 

 
     ttd 

 
 USMAN ABDULLAH 

Diundangkan di  Langsa 
pada tanggal  12   Pebruari   2013 M 

 1 Rabiul Akhir 1434 H 
                
 

SEKRETARIS DAERAH 
      KOTA LANGSA, 

 
ttd 

  
MUHAMMAD SYAHRIL  

 
 
BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 382 
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